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ABSTRAK

ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TENTANG UU CIPTAKER
PERSPEKTIF ISLAM

Oleh :
Ridho Rama Biswara
1904010029

Teknologi digital yang baru membawa Indonesia ke dua arah. Disatu sisi,
digitalisasi membuat kaum oligarki mengontrol ranah media arus utama dan
mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sekitar politik dan media. Pada saat
yang sama juga, berbagai platform media digital digunakan oleh masyarakat
untuk tujuan-tujuan aktivisme dan pembebasan, dan warga biasa dapat menantang
struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital yang efektif. Dan
dijadikan alat untuk pembebasan sejatinya media tidak akan pernah lepas dalam
ikut andil perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan media
sebagai pengaruh dalam bermasyarakat khusunya pada peraturan UU Cipta Kerja
kali ini

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis
beberapa judul pemberitaan pada beberapa portal berita dengan literatur yang ada
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, mengambil dari berbagai
sumber dan literatur untuk mendeskipsikan pengaruh pemberitaan media tentang
UU Ciptaker tentunya dengan perspektif islam.

Dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini juga ada yang pro dan kontra ini
adalah cerminan akan ada sebuah pilihan dari berbagai faktor, dan sebagai seorang
muslim patokan dalam syariat itu mutlak hendaknya sebagai seorang muslim itu
semua dijadikan cerminan dalam berpihak dan menjadi muslim yang cerdas dan
taat adalah hal utama apapun kondisnya sekarang ini jika itu benar sampaikan
dakwahkan jika itu salah sampaikan bahwa itu salah.
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MOTTO
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Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari
golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi
kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat
balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang
mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab

yang besar. (Q.s An-nur ayat 11)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi dunia pers Indonesia mengalami perubahan cukup
signifikan terutama berkaitan dengan kebebasan pers lahirnya Undang-
Undang no. 40 tahun 1999 tentang pers menjadi harapan besar bagi publik
sebagai pembawa aspirasi sekaligus institusi kontrol sosial. Karena sekitar
30 tahun lebih dimasa kekuasaan Orde Baru, pers Indonesia dibungkam
dalam bayang-bayang pembredelan dan tak mampu menjalankan salah satu
fungsinya sebagai kontrol sosial maupun wacth dog ‘“anjing penjaga”
kehidupan bernegara di Bumi Nusantara ini. Kala itu target utama penguasa
Orde Baru terhadap pers adalah meciptakan pers yang tunduk pada
kekuasaannya®

Peran pers sangat penting dalam kontrol sosial agar menciptakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.
Maka wajar bila pers bersifat mengkritik pemerintah dan bebas
mengungkap peristiwa, selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6d Undang-undang Pers bahwa
peranan Pers adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jika pers tanpa
kebebasan maka pers tak akan bisa berfungsi apa apa. Karena bentuk

kebebasan pers sendiri merupakan wujud kedaulatan rakyat.

1 Kasiyanto, Kaesemin h. 2014, 32



Kini perubahan telah terjadi bahkan menjadi euforia tersendiri bagi
kalangan pers Indonesia, namun bukan berarti reformasi memberikan
kebebasan yang sebebas-bebasnyabagi jurnalis dalam menjalankan peran
dan tugasnya. Pers dijalankan dengan berpedoman pada kemerdekaan pers.
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Undang-Undang Pers dalam konsiderannya mengamanatkan bahwa pers
Indonesia adalah pers yang profesional.

Kendati demikian euforia itu memunculkan semangat baru bagi
masyarakat untuk berani melahirkan beragam media massa berbentuk surat
kabar, tabloid, majalah, buletin, hingga media digital tanpa khawatir lagi
dengan bayangan pembredelan.

Teknologi digital yang baru membawa Indonesia ke dua arah. Disatu
sisi, digitalisasi membuat kaum oligarki mengontrol ranah media arus utama
dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sekitar politik dan
media. Pada saat yang sama juga, berbagai platform media digital
digunakan oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan aktivisme dan pembebasan,
dan warga biasa dapat menantang struktur kekuasaan elite melalui
penggunaan media digital yang efektif 2 ternyata perubahan pasca orde baru
mempunyai dampak pada dunia pers menimbulkan fenomena besar dalam

masyarakat, akses yang dipermudah dibantu dengan teknologi serta tanpa

2Ross Tapsell, h. 2017 : 7



bayang bayang pembredelan menjadikan pers sebagai satu satunya media
informasi yang dikonsumsi publik dan dipercaya.

Kebebasan pers memunculkan beberapa media sehingga masyarakat
harus pandai memilih dan memilah dalam memgkonsumsi berita portal
berita yang ada beragam di Indonesia ada beberapa elemen masyarakat
masing-masing bahkan mempunyai portal beritanya sendiri pemerintah
dengan situs kenegaraan nya yang dikenal dengan domain go.id, portal
berita swasta privat dengan domain co.id, portal berita swasta umum dengan
domain com masing-masing mempunyai kebebasan memuat berita. Pemuka
agama, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan sudah
mempunyai portal beritanya masing-masing dalam hal ini dibutuhkan
sebuah aturan absolut untuk menekan kebebasan untuk meminimalisir
kegaduhan akibat banyaknya website berita aturan yang tidak memihak
kebatilan aturan yang diakui serta aturan yang tidak dibuat perseorangan
didalam islam ada beberapa aturan yang dimuat dalam Al Quran dan Hadits

dalam hal ini penulis memilih surat Al Bagarah ayat 42

ogalis iy 115485 ol 1 150 ¥
ST 3 15885315 8531 14575 BSall 150,315
”Dan janganlah kalian campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan

(Janganlah) kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian

mengetahuinya” Al Bagarah ayat 42.



Proses kebijakan publik sesuai dengan konsep yang diperkenalkan
oleh David Easton diawali dengan input, dilanjutkan dengan porses internal
dalam sebuah political system, setelah itu terdapat sebuah output yang akan
menimbulkan sebuah reaksi masyarakat. Sehingga memunculkan feedback
yang digunakan sebagai evaluasi atau input baru. Dengan demikan, dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dibawa dalam proses political
system dan memunculkan kebijakan baru yang lebih baik sesuai dengan
harapan public, ini harus diperhatikan betapa berpengaruhnya sebuah portal
berita

Secara prinsip, Indonesia sebagai sebuah negara sejak lama telah
mencoba menerapkan good governance dalam berbagai proses pembuatan
kebijakan, salah satunya transparansi.  Tujuannya, untuk menjaga
kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat yang akan merasakan
dampaknya secara langsung. Selain itu, transparansi juga dapat digunakan
sebagai dasar untuk membentuk partisipasi masyarakat, sehingga dapat
memunculkan ceck and balances antara subjek pembuat kebijakan dengan
objek yang akan menerima kebijakan. Namun, yang menjadi sebuah titik
nadir, DPR mengungkapkan bahwasanya, selama pembahasan UU yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, ini sudah partisipatif. karena selalu
disiarkan melalui televisi parlemen. Padahal, dengan disiarkan melalui
televisi parlemen pun tidak semata-mata dapat meningkatkan partisipasi

publik dalam tahap pembahasan UU tersebut



Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti

tentang Analisis Pemberitaan Media tentang UU Ciptaker Perspektif Islam

B. Pertanyaan Penelitian
Sebagaimana termaktub dalam deskripsi latar belakang maka
penulis memiliki pertanyaan “Apakah pemberitaan media tentang UU

Ciptaker sesuai dengan aturan syariat Islam “

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
untuk mendeskripsikan bentuk kritik atas dasar nilai keislaman
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran dan
pengembangan daya pikir serta diharapkan menjadi penelitian yang
mampu mengimplementasikan nilai nilai dakwah dikalangan wartawan
dan masyarakat secara luas baik secara praktik maupun teori.
a. Manfaat secara Teori
Menjadi manfaat untuk keilmuan dakwah dan media serta
menjadi salah satu kajian ilmu wawasan yang luas.
b. Manfaat secara Praktik
Dapat menjadi rujukan arah gerak media dalam memenuhi
kewajiban sebagai pemuat berita informasi tanpa menerobos nilai

nilai keislaman.



D. Peneltian Relevan
Penelitian relevan merupakan penelitian sumber acuan berupa hasil
penelitian dari jurnal, skripsi, buku dan sebagainya. Penelitian relevan ini
bertujuan untuk menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam
penelitian yang di bahas. Peneliti telah menemukan beberapa penelitian
yang relevan tentang kritik media dan implementasi nilai nilai dakwah
1. Haitul Umam (2009) , dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Teun A Van Dijk
Terhadap Skenario Film Perempuan Punya Cerita” hasil penelitian ini
dari segi teks, kognisi sosial dan konteks sosial menghasilkan alur
pembahasan mengenai hikmah terhadap perempuan pada film
perempuan punya cerita, terdapat pola pembahasan pada teks struktur
makro, superstruktur, kemudian struktur mikro sama halnya dengan
piramid terbalik.
2. Arsitta Aghniya Mursalati (2014), dari Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul ‘“Aanalisis
Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Klarifikasi Tertangkapnya Ketua
PWNU Banten Dalam Razia Penyakit Masyarakat di Harian Radar
Banten” hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan pada struktur
mikro dan pemberitaan terdapat kata “klarifikasi” “beliau” dan “teman

lama” yang digunakan sebagai penghalus kalimat. Pada analisis kognisi



sosial wartawan menggunakan skema peristiwa (event schemas) pada
elemen ini, dianalisis dengan melihat cara penulis menyampaikan
Klarifikasi langsung melalui saluran telepon. Analisis konteks sosial
diperjelas dengan adanya pemilihan kata “Ketua PWNU Banten dan
Kepala DPPKD Banten” hal tersebut diperjelas dengan adanya
wawancara yang peneliti ini lakukan dengan Radar Banten yang
mengaku pemberitaan ini diberhentikan karena adanya wewenang dari
Pemerintah Daerah. Pemberitaan “Ulama NU Minta Klarifikasi Zainal”
menurut peneliti ini  wartawan mempunyai tendensi dibalik
pemberitaan yang dibuatnya meskipun terdapat pro dan kontra para
ulama yang dimuat diberita penelitian tetapi dalam wawancara
penelitian ini penulis mengaku ia menuliskan fakta pada pemberitaan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti
memilih metode ini karena penelitian kualitatif lebih banyak
digunakan untuk meneliti dokumen berupa teks, gambar, video dan
sebagainya untuk memahami budaya pada suatu konteks sosial
tertentu, hingga memahami ideologi dan makna

Penelitian  kualitatif ~ merupakan penelitian  yang

menghasilkan data desktiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan



dari informan®. Peneliti ini disebut dengan penelitian kualitatif
karena data yang dikumpulkan akan dinyatakan dalam bentuk kata-
kata ataupun gambar daripada angka.* Jenis penelitian ini
merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu
prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif
b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah library research atau studi
kepustakaan dan menggunakan pendekatan analisis teks model
Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) yang
dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Sebagai ganti istilah
analisis wacana kritis, Van Dijk memilih istilah Critical Discourse
Studies karena studi ini tidak hanya melibatkan analisis kritis tetapi
juga teori kritis dan penerapannya secara Kkritis.  Studi ini
merupakan suatu perspektif, suatu pengambilan posisi atau sikap
didalam disiplin studi wacana yang melibatkan berbagai disiplin
ilmu wacana, psikologi, sejarah, ilmu sosial dan linguistik. Dengan
multidisiplin itu, studi wacana kritis Van Dijk berambisi
mendemistifikasi ideologi dan kepentingan yang sudah dibekukan

dalam bahasa atau wacana.

3 Suharputra. Metode penelitan, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181
4 Zuhairi, et.al., Pedoman Penulisan Karya IImiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23



2. Sumber Data
Data adalah keterangan (informasi) mengenai segala hal yang
berkaitan dengan tujuan penelitian. Data merupakan hasil pencatatan
yang baik yang berupa fakta, angka dan dan kata yang dijadikan bahan
untuk menyususn informasi. “ Data adalah suatu bahan mentah yang
merupakan hasil pengamatan atau pengukuran baik yang berbentuk
angka maupun non angka jika diolah dengan baik melalui berbagai
analisis dapat menghasilkan berbagai informasi.®
Berdasarkan pengertian tersebut subjek penelitian akan diambil
datanya dan selanjutnya akan disimpulkan, atau sejumlah subjek yang
diteliti, penelitian kualitatif ini ditekankan pada kelengkapan data yang
dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :
a. Sumber Data Sekunder
Sumber data penelitian ini bersumber dari dokumen eksternal
terkait proses formulasi kebijakan publik yaitu pembertitaan UU
Cipta Kerja. Alasan penggunaan dokumen sebagai sumber data
seperti diungkap kan oleh Moleong® Dokumen digunakan karena
merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong :

1) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

> Yuyun Yunarti, Pengantar Statistika, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 6
& Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kuantitafif Edisi Revisi. Bandung 2015
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2) Dokumen berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif
karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks lahir
dan berada dalam konteks.

3) Dokumen relatif murah dan mudah ditemukan dengan
teknik analissi isi.

4) Dokumen tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan
dengan teknik kajian isi.

5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk
lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu
yang diselidiki.

6) Dokumen/ buku/ penelitian/ jurnal tersebut perlu
dianalisis dan dielaborasi agar menghasilkan pemahaman
yang komprehensif dan membantu peneliti lebih
memahami fenomena tersebut.

7) Artikel, dokumen, buku atau surat-surat yang digunakan

dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya

3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan
berdasarkan jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian, maka
teknik dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :
a. Dokumentasi Teks
Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang

sering dipakai dalam berbagai pengumpulan data. Metode
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dokumentasi bertujuan dalam mendapatkan infromasi yang
mendukung analisis dan interpretasi data.

b. Observasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik library
research yaitu pengumpulan literatur dari berbagai sumber.
Teknik ini dilakukan sebagai pendukung bagi peneliti terhadap
data data yang digunakan.

c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti
buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian dan sebagainya.’
Metode ini melalui pengumpulan data baik mengenai identitas
subjek penelitian, gambaran lokasi penelitian, serta data-data

yang mendukung penelitian.

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
5 triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji kredibilitas

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

" 1bid
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beberapa sumber.® Seluruh data dan informasi dikumpulkan dari sumber
yang berbeda, sehingga terjadinya bia5s dalam penyusunan dan analisis data
dapat dikurangi. Data atau informasi dari satu pihak harus dicek
kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya
dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Melalui cara ini informasi tentang
hal yang sama diperoleh dari berbagai pihak dapat dibandingkan, agar ada
jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah
munculnya subjektivitas yang dapat membuat keraguan pada hasil
penelitian. Pengambilan kesimpulan yakni setelah data dari informan telah
dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi
yang memiliki kesamaan informasi.
5. Teknis Analisa Data
Dalam analisis data, peneliti menggunakan analisis wacana. Data

pada penelitian ini adalah teks berita “penolakan pengesahan UU Cipta
Kerja” yang dianalisis dengan model Van Dijk, maka untuk menganalisis
perlu dikembangkan suatu instrumen sebagai alat bantu analisis yang sesuai
dengan model Van Dijk untuk memperoleh data yang diinginkan oleh tujuan
penelitian ini.
a. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi

dokumentasi.

b. Reduksi Data

8 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2015.
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Reduksi merupakan bagian dari analisis. Proses analisis data dimulai
dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.
Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk
setiap data yang ada. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur-
unsur tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi yaitu
mebuat ringkasan yang inti, proses dan persyaratan yang berasal dari

responden tetap dijaga.



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pers dan Media

Adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi
untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun
1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan
Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara
struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu
Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru
yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pembentukan
Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak  Asasi
Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari
HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa
jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki
perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Sejak saat itu, Dewan
Pers menjadi sebuah lembaga independen. Yang dimaksud lembaga
independen adalah dalam praktik nya tidak ada campur tangan pihak luar
maupun itervensi dan ini dijamin oleh pemerintah, pers bebas
mengekspresikan semua bentuk informasi yang akan dikonsumsi khalayak
ramai pers menjadi satu satunya sumber informasi yang valid maka dari itu

sebelum mencetak informasi data yang ada harus

14
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kuat dan nyata informasi yang disampaikan harus kredibel® pergulatan
sejarah pers di Indonesia juga sangat menarik dari masa orde baru
dewan pers sebagai penasihat pemerintah hingga masa reformasi
berubah menjadi independen pelindung kemerdekaan pers. Tidak ada
lagi hubungan secara struktural dengan pemerintah dihapuskannya
departemen penerangan pada masa Gus Dur menjadi bukti. Dalam
keanggotaan, tidak ada lagi wakil dari Pemerintah dalam Dewan Pers.
Analisis Wacana Kritis
Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan,
dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh
teks tertulis atau perbincangan dalam konteks sosial dan politis'®. Analisis
ini mengambil posisi melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk
melawan ketidakadilan sosial Analisis Wacana Kritis adalah pendekatan
konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat
linguistis diskursif, makna bersifat historis dan pengetahuan diciptakan
melalui interaksi sosial®!,

Analisis wacana kritis berawal dari munculnya konsep analisis
bahasa kritis (Critical Language Awareness) dalam dunia pendidikan
barat. Analisis wacana kritis merupakan kelanjutan atau bahkan bagian
dari analisis wacana (Discourse Analysis). Kajian analisis wacana

(Discourse Analysis) ini begitu luas baik dari segi cakupannya,

° Perihal

dapat dipercaya ( KBBI )

10 Van dijk, Teun 2000. “Discourse ideology and context”
11 Jorgersen dan Phillips.2007.“Feminist Critical Discourse Analysis and Children’s Fantasy

Fiction”.


https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Politis

16

metodologinya, maupun pemaknaannya. Analisis wacana Kkritis
mempunyai ciri yang berbeda dari analisis wacana yang bersifat “non-
kritis”, yang cenderung hanya mendeskripsikan struktur dari
sebuah wacana. Analisis ini bertindak lebih jauh, di antaranya dengan
menggali alasan sebuah wacana memiliki struktur tertentu, yang pada
akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antar pihak yang
tercakup dalam wacana tersebut. Analisis ini juga merupakan Kkritik
terhadap linguistik dan sosiologi. Analisis wacana kritis menyediakan
teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan
kajian empiris tentang  hubungan-hubungan antara wacana dan
perkembangan sosial dan kultural dalam domain sosial yang
berbeda. Untuk menganalisis wacana, yang salah satunya bisa dilihat
dalam area linguistik, yaitu dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang
terdapat dalam teks novel yang bisa menggunakan teori analisis wacana
Kritis
a. Karakteristik
e Tindakan

Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Pertama,

wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, seperti untuk

mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan

sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud

tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami


https://id.wikipedia.org/wiki/Wacana
https://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Empiris
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sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan
sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.
Konteks

Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Pertama,
wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, seperti untuk
mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan
sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud
tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami
sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan
sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.
Historis

Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah
menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya di dalam
sejarah

Kekuasaan

Kekuasaan menerapkan pengendalian terhadap satu orang atau
kelompok mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana.
Pengendalian disini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan
langsung, tetapi juga secara mental dan psikis.

Ideologi

Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat
tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu

kebenaran dan kewajaran. Ideologi membuat anggota suatu


https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
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kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat
menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi

dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok.!2

C. Teori Teun A. Van Dijk
Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana kritis,
diantaranya politik, ras, gender dan kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain.
Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan
yang tiap-tiap bagian saling mendukung. la membaginya ke dalam 3

tingkatan :

a. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks
yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang
dikedepankan dalam suatu berita.

b. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan
dengan kerangka sutau teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun
ke dalam berita secara utuh.

c. Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari
bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat proposisi,

anak kalimat, parafrasa, dan gambar?3

Analisis wacana Teun A Van Dijk merupakan wacana yang sering
digunakan dalam penelitian. Hal ini kemungkinan karena Van Dijk

mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan

12'yvan,Dijk Teun A. 1993. Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society
13 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.
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dipakai secara praktis* Menurut Van Dijk Penelitian suatu wacana tidak
cukup hanya didasarkan pada teks semata karena pada kenyataannya teks
hanyalah hasil dari suatu praktik produksi yang juga harus diamati. Jadi,
harus dilihat pula bagaimana suatu teks diproduksi. Proses produksi itu
melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Atas dasar
inilah model analisis wacana yang dipakai Van Dijk sering disebut dengan
“kognisi sosial”*®

Analisis wacana Van Dijk ada tiga dimensi, yaitu teks, kognisi
sosial, dan konteks sosial. Teks diteliti bagaimana struktur sebuah teks dan
strategi wacana dipakai untuk memunculkan sebuah tema tertentu atau
menegaskan tema tertentu. Dimensi kognisi sosial merupakan proses
bagaimana teks diproduksi dengan melibatkan kognisi/pemikiran individu
dari penulis. Sementara dimensi konteks sosial mempelajari struktur wacana
yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.

D. Surat Al Bagarah Ayat 42

Dalam surat Al Bagarah ayat 42 peneliti mengelaborasi dari
berbagai tafsir dari kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa isi dari surat Al Bagarah
ayat 42 memberikan aturan absolut’® tentang pembahasan mengenai

kesaksian, keputusan dan maupun kepentingan

14 Eriyanto Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media., 2009; 221
15 Eriyanto Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media., 2011; 221
16 Mutlak ( KBBI )
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Tafsir Ibnu Katsir

Allah Swt berfirman melarang orang-orang Yahudi melakukan hal
yang biasa mereka kerjakan di masa lalu, misalnya
mencampuradukkan antara perkara yang hak dengan perkara yang
batil, memulas perkara yang batil dengan perkara yang hak,
menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan perkara

yang batil Allah Swt berfirman:

O5AlsS £l 5 Gall 1 53855 Jllally Gl 15l Y 5

SISl a1 68515 BN ) §iT 5 33Ual | il
Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang
batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu,
sedangkan kalian mengetahui. (Al-Bagarah: 42)

Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut
secara bersamaan, dan memerintahkan mereka agar menampakkan
perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak
meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-
Nya, "Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang
batil" (Al-Bagarah: 42), yakni janganlah kalian memalsukan yang
hak dengan yang batil, yang benar dengan kedustaan. Abul Aliyah
mengatakan, makna firman-Nya, "Janganlah kalian campur
adukkan yang hak dengan yang batil" (Al-Bagarah: 42) artinya

janganlah kalian mencampuri yang hak dengan yang batil, dan
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tunaikanlah nasihat kepada hamba-hamba Allah dari kalangan
umat Muhammad Saw.

Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair
dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Qatadah mengatakan bahwa firman-
Nya, "Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang
batil” (Al-Bagarah: 42), yakni janganlah kalian campur adukkan
Yahudi dan Nasrani dengan Islam, sedangkan kalian mengetahui
bahwa agama Allah itu adalah agama Islam; agama Yahudi dan
agama Nasrani itu adalah bid'ah, bukan dari Allah. Hal yang
semisal telah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri.

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan
kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau
Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna
firman-Nya: Dan janganlah kalian sembunyikan perkara yang hak,
sedangkan kalian mengetahui. (Al-Bagarah: 42

Artinya, janganlah kalian menyembunyikan apa yang ada
pada kalian mengenai pengetahuan tentang Rasul-Ku dan apa yang
diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), sedangkan kalian menemukan
hal tersebut termaktub pada sisi kalian melalui apa yang kalian
ketahui dari kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Hal yang semisal
telah diriwayatkan dan Abul Aliyah. Mujahid, As-Saddi, Qatadah,

dan Ar-Rabi' Ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan makna



22

firman-Nya, "Dan janganlah kalian sembunyikan perkara yang
hak" (Al-Bagarah: 42), yakni Nabi Muhammad Saw.

Menurut pendapat kami, lafaz taktumu dapat dianggap
majzum, dapat pula dianggap mansub. Dengan kata lain, artinya
menjadi "janganlah kalian menyatukan antara ini dan itu (hak dan
batil)." Perihalnya sama dengan perkataan, "La ta-kulis samaka
watasyrabal labana (janganlah kamu makan ikan serta minum
susu)."

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa di dalam mushaf Ibnu
Mas'ud disebutkan wataktumunal hagga artinya “sedangkan kalian
ketika menyembunyikan perkara yang hak itu’, wa antum
ta'lamuna, yakni “dalam keadaan mengetahui perkara hak tersebut'.
Boleh pula diartikan “sedangkan kalian mengetahui akibat
perbuatan tersebut, yaitu berakibat mudarat yang besar atas umat
manusia’. Mudarat yang besar tersebut ialah mereka sesat dari jalan
hidayah yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka jika mereka
menempuh jalan kebatilan yang kalian tampakkan kepada mereka,
tetapi kalian pulas dengan semacam perkara yang hak agar dapat
diterima oleh mereka. dan juga kalian warnai dengan penjelasan
dan keterangan. pula kebalikannya, yaitu menyembunyikan yang

hak dan mencampuradukkannya dengan yang batil
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Teks Berita
1. Tempo
Pada hari kamis 21 September 2023 Tempo memuat sebuah
berita dengan judul “ Demo buruh : Massa tuntut kenaikan upah 15%
dan pencabutan UU Cipta kerja ““ dalam isi berita presiden buruh Said
Igbal berorasi di depan kantor kementrian ketenagakerjaan dengan
membawa dua tuntutan kenaikan upah 15% karena Indonesia sudah

masuk sebagai negara upper midle income country dan pencabutan UU

Cipta Kerja.

Tabel 1.1 Tempo

Demo buruh : Massa tuntut kenaikan upah | Tempo
15% dan pencabutan UU Cipta kerja
Puluhan buruh mendengarkan orasi yang | Temuan :

disampaikan oleh Presiden Partai Buruh di
Kementrian Ketenagakerjaan JI Gatot Subroto,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Aksi demo
buruh dihadiri oleh said Igbal selaku presiden
Partai Buruh merupakan gelombang aksi
setiap hari di tiap kabupaten/kota di seluruh
provinsi, Said Igbal berorasi di hadapan para
buruh yang berasal dari Tanggerang, Bekasi,
Bogor, dan Jakarta mengusung dua tuntutan
yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15% dengan
alasan bahwa Indonesia sudah memasuki
sebagai negara upper midle income country
dan pencabutan UU ciptakerja.

Dalam harian Tempo
peneliti menemukan
adanya upaya
penyampaian
kenaikan upah
dengan dasar
Indonesia sebagai
Negara Upper Midle
Income Country,
dengan dasar ini para
buruh yang
tergabung dalam
Partai Buruh
menggaungkan
kenaikan upah buruh
dan juga dalam
pemberitaan Tempo
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memberitakan
penolakan UU
Ciptaker namun
peneliti melihat
bahwa dalam
pemberitaan harian
Tempo edisi kali ini
substansial
pemberitaan bukan
pada penolakaan UU
Ciptaker melainkan
sikap para buruh dan
informasi tentang
negara Indonesia
masuk kembali
dalam kategori MIC
dengan demikian
pemberitaan Tempo
menurut peneliti
kurang
komprehensif
apabila hendak
menaikan tentang
UU Ciptaker.

2. NU Online

Pada hari Minggu 30 April 2023 NU Oline menerbitkan sebuah
berita dengan judul *“ Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU
Cipta kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan “ NU Online
memberitakan menjelang hari buruh Sarbumusi (sarikat buruh muslim
Indonesia ) menolak dengan tegas tiga regulasi yang bertolak belakang
dengan upaya pelibatan buruh sebgai pembangunan ekonomi nasional
NU online juga memberitakan dengan detil tentang peraturan yang

dimaksud sehingga pemberitaan penolakan ini dengan dasar yang kuat.
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Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak
UU Cipta kerja, Permenaker 5/2023, dan
RUU Kesehatan

NU Online

Jakarta, NU Online Menjelang Peringatan
Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023,
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi
Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-
Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas
menolak tiga regulasi yang dinilai bertolak
belakang dari upaya pelibatan buruh
sebagai pembangunan ekonomi nasional.
Tiga regulasi yang ditolak itu adalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5
Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu
Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan
Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi

Ekspor yang Terdampak Perubahan
Ekonomi Global, dan RUU Kesehatan
(Omnibus Law). Presiden DPP K-
Sarbumusi Irham Ali Saifuddin

membeberkan alasan penolakan itu, yakni
karena inklusi kesejahteraan buruh harus
menjadi tumpuan orientasi utama bagi

negara dalam  membuat  kebijakan
pembangunan ekonomi nasional.
"Karenanya, Konfederasi  Sarbumusi

menolak segala upaya dan kebijakan apa
pun vyang bertolak belakang dari hal
tersebut, termasuk UU Nomor 6 tahun
2023, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 dan
RUU Kesehatan," tegas Irham melalui
keterangan tertulis yang diterima NU
Online, Ahad (30/4/2023). Irham pun
mendorong pemerintah dan semua pihak
terkait agar hendaknya menjadikan buruh
sebagai salah satu pilar utama dari agenda
kebangkitan perekonomian nasional. Sebab
kini perekonomian nasional telah tumbuh
mencapai lebih dari 5 persen. "(Hal itu perlu
dilakukan pemerintah) seiring dengan

Temuan :

dalam headline berita
kali ini peneliti
menemukan isi
substansial
pemberitaan media
yang unik dan
komprehensif,
gerakan tolak UU
Ciptakerja ternyata
sudah masuk kedalam
media konservatif
pemberitaan yang
menjelaskan sampai
pada dasar penolakan
dan kecacatan dalam
sebuah kebjakan
sehingga media
seperti ini yang bisa
peneliti katakan sudah
sesuai dengan kaidah
syariat Islam
pemberitaan yang
menyeluruh tertata
dan dengan dasar
yang kuat.
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pemulihan perekonomian nasional yang
sempat mengalami kontraksi hingga -2,07
persen pada 2020 dan Kini telah tumbuh
hingga 5,31 persen,"” kata Irham. Masalah-
masalah UU Cipta Kerja Perjalanan UU
Cipta Kerja menuai kontroversi, bahkan
penolakan dari semua pihak dengan
gelombang aksi massa di berbagai daerah,
mulai dari mahasiswa hingga buruh. Meski
begitu, pemerintah dan DPR tetap
bersikukuh memuluskan jalan UU Cipta
Kerja. Sejumlah pasal di dalam UU Cipta
Kerja juga menjadi sorotan bagi kaum
buruh. Utamanya pada pasal 64-66 tentang
pekerja alih daya atau outsourcing yang
dinilai tidak jelas. Aturan ini dianggap akan
menjadi ketentuan umum pemberian Kkerja
di Indonesia dalam segala jenis pekerjaan.
Soal status pekerja alih daya ini sebenarnya
sudah berjalan baik lewat UU Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Regulasi ini mengatur pekerja alih daya
yang hanya berlaku untuk lima jenis
pekerjaan seperti sopir, petugas kebersihan,
sekuriti, katering, dan jasa migas
pertambangan. Kemudian ada pasal 79 dan
pasal 84 mengenai pemberian cuti panjang
yang tidak lagi menjadi kewajiban
perusahaan. Pada pasal itu, perusahaan
hanya memberikan beberapa jenis cuti
seperti tahunan, cuti istirahat antar jam
kerja, dan libur mingguan. Masalah-
masalah Permenaker 5/2023 Salah satu
yang disorot Konfederasi Sarbumusi adalah
karena melalui Permenaker ini, upah buruh
di lima industri padat karya berorientasi
ekspor dimungkinkan dipotong hingga 25
persen. Lima industri tersebut adalah
industri tekstil dan pakaian jadi; industri
alas kaki; industri kulit dan barang kulit;
industri furnitur; dan industri mainan anak.
Pemotongan upah buruh itu dimungkinkan
apabila perusahaan industri padat karya
tertentu berorientasi ekspor terdampak
perubahan ekonomi global. Hal ini
tercantum di dalam pasal 8 ayat 1 pada
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Bagian Ketiga Permenaker Nomor 5 Tahun
2023. "Perusahaan industri padat karya
tertentu berorientasi ekspor yang terdampak
perubahan  ekonomi  global  dapat
melakukan penyesuaian besaran upah
pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang
dibayarkan kepada pekerja/buruh paling
sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari
upah yang biasa diterima,” begitu bunyi
aturan dalam pasal 8 ayat 1. Masalah RUU
Kesehatan RUU  Kesehatan menuai
polemik. Salah satu yang memunculkan
kontroversi adalah soal penyejajaran
produk hasil tembakau dengan narkotika
dan minuman beralkohol. Ketentuan itu
termaktub di dalam draf rancangan pasal
154 ayat 3 yang berbunyi bahwa zat adiktif
dapat berupa: a. narkotika; b. psikotropika;
c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau;
dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya.
Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan
Masyarakat (P3M) dalam Focus Group
Discussion  (FGD)  bertajuk  'RUU
Kesehatan: Nasib Petani dan Industri
Tembakau' pada 11 April 2023 lalu secara
tegas juga menolak penyejajaran tembakau
dengan zat adiktif terlarang lainnya karena
akan  berdampak pada  kehidupan
perekonomian petani tembakau di berbagai
daerah. Pewarta: Aru Lego Triono Editor:
Fathoni Ahmad

3. Kompas TV
Pada tanggal 6 Januari 2023 Kompas TV menerbitkan berita
dengan judul “ Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti
dengan Perppu no 2 tahun 2022 “ dalam isi berita Kompas TV
memberitakan bahwa Perppu no 2 tahun 2022 resmi sejak diberlakukan
mulai dari 30 Desember 2023 dan itu dianggap menghapus pasal dalam

Omnibuslaw akan tetapi UU Cipta kerja tetap berlaku apabila pasal
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pasal dalam UU cipta kerja tidak bertentangan dengan Perppu no 2

tahun 2022.

Tabel 1.3 Kompas TV 1

Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi | Kompas TV
dicabut diganti dengan Perppu no 2

tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV - Undang Temuan :

Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku setelah
Peraturan Pemerintah Penggantu
Undang Undang (Perppu) No 2 tahun
2022 terbit.

Perppu No 2 tahun 2022 ini dinyatakan
resmi diberlakukan sedari tanggal
diundangkan yakni tanggal 30
Desember 2022.

Hal tersebut disampaikan Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial (PHI)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Indah Anggoro Putri
dalam kesempatannya menjadi
narasumber terkait sosialisasi Perppu
No 2 tahun 2022 secara daring, pada
Jumat (6/1/2023).

“Dengan terbitnya perppu cipta

kerja ini maka perppu cipta kerja
mengubah ya, menghapus dan
menetapkan pengaturan baru terhadap
beberapa ketentuan yang diatur
sebelumnya dalam empat undang-
undang terkait dengan
ketenagakerjaan,” ujar tutur Indah
“Pertama yaitu Undang-Undang 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
kedua Undang-Undang 40 Tahun 2004
tentang SJSN atau sistem jaminan
sosial nasional, kemudian Undang-
Undang nomor 24 tahun 2011 tentang
badan penyelenggara jaminan sosial
dan kemudian Undang-Undang nomor

Pada pemberitaan kali
ini peneliti
menemukan teori
propaganda yang
dimana pada badan
berita peneliti
membaca bahwa UU
Ciptaker dicabut
dengan alasan
kemuncuan Perppu no
2 tahun 2022 hal itu
langsung di klarifikasi
oleh Dirjen PHI
Kemnaker bahwa
kehadiran Perppu
menghapus mencabut
UU Ciptaker apabila
pasal dalam UU
Ciptaker bersebrangan
dengan Perppu yang
dimaksud secara teks
memang benar namun
kembali dipertegas
bahwa apabila pasal
yang tidak
bersebarangan dengan
Perppu maka UU
Ciptaker tetap berlaku
maka bisa peneliti
katakan bahwa
pencabutan UU
Ciptaker tidak sah
secara eksplisit namun
sah secara teks
pemberitaan sudah



https://www.kompas.tv/tag/kemnaker
https://www.kompas.tv/tag/perppu-cipta
https://www.kompas.tv/tag/perppu-cipta
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18 tahun 2017 perlindungan pekerja jelas dengan maksud

migran Indonesia,” tambahnya. bahwa Kompas

Namun, Ida menekankan walaupun UU | memanfaatkan

Cipta Kerja resmi dicabut, semua momentum dan

peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan

merupakan peraturan pelaksaan dari Headline yang

UU Cipta Kerja masih tetap berlaku menarik untuk dibaca

sepanjang tidak bertentangan dengan namun jal ini tidak

perppu sejalan dengan kaidah
syariat Islam karena
pemberitaan bisa
dikatakan menipulatif
Headline.

B. Teori Hierarki Pengaruh isi Media

Menurut Saussure, persepsi dan pandangan kita tentang realitas,
dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam
konteks sosial. Hal ini dianggap sebagai pendapat yang cukup mengejutkan
dan dianggap revolusioner, karena hal itu berarti tanda membentuk persepsi
manusia, lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada'’ Itu pula yang
memunculkan pendapat Paul Watson, salah seorang pendiri Greenpeace,
tentang perilaku media massa. Menurutnya, konsep kebenaran yang dianut
media massa bukanlah kebenaran yang sejati, tetapi sesuatu yang dianggap
masyarakat sebagai kebenaran. Ringkasnya, kebenaran ditentukan oleh
media massa

Jika sinyal elemen ini benar, dapat kita bayangkan betapa beratnya
tugas pembaca dalam menyikapi sebuah berita. Pembaca harus memiliki
kemampuan memadai untuk menyaring sebuah berita agar menemukan

kebenaran, setidaknya mendekati kebenaran.

v Bignell dalam Sobur, 2015, h. 87


https://www.kompas.tv/tag/uu-cipta
https://www.kompas.tv/tag/uu-cipta
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Karena itu, salah satu cara untuk membantu pembaca menyikapi
pers adalah konteks pemberitaan. Lewat konteks pemberitaan, pembaca bisa
memahami masalah yang ada dan pemecahan masalah yang ditampilkan
tidak berlaku untuk konteks yang lain. Lewat konteks pemberitaan ini
pembaca dapat menyadari bahwa wartawan kadang menghidangkan
“madu” dalam menu beritanya, kadang pula dalam berita yang lain
wartawan menuangkan “racun”. Melalui konteks pemberitaan ini pembaca
mengerti bahwa berita yang buruk bisa dibungkus dengan bahasa yang
manis sehingga tampak samar dan menyenangkan. Singkat kata, konteks
pemberitaan menjadi alat yang sangat penting.

Pada deskriptif ketiga berita dari beberapa media semuanya
mempunyai ciri khas akan tetapi ada kesamaan mengenai pembahasan
tentang UU Cipta Kerja yaitu atas dasar penolakan terhadap UU Cipta
Kerja, pada portal berita Tempo dengan mengangkat kaum buruh dan isu
kenaikan upah sebesar 15% Tempo memberitakan secara lugas dibuka
dengan judul penolakan buruh dan dilanjut adanya Presiden Partai Buruh
yang sedang orasi, pada portal berita Kompas TV memberirakan secara
lugas tentang UU Cipta Kerja akan tetapi tidak disampaikan secara pasti
tentang wacana penolakan UU Cipta Kerja pada pemberitaan Kompas lebih
condong terhadap edukasi bahwa beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja
tidak akan berlaku apabila berseberangan dengan Perppu no 2 tahun 2022
namun tetap berlaku apabila tetap satu jalan, media seperti ini memang akan

lebih memilih berada ditengah-tengah karena eksistensinya dikenal dengan
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media swasta hiburan berbeda dengan Tempo yang memang sudah
terpercaya independensinya kesamaan dari kedua media ini adalah
semuanya mempunyai kepentingan dan bebas melakukan pemberitaan
tanpa terhalangi oleh ideologi apapun seperti media konservatif, dan yang
ketiga adalah NU Online memberitakan dalam portal medianya dengan isu
yang dinaikan sangat tegas menolak UU Cipta Kerja pemberitaan sangat
lugas dan komprehensif dijelaskan atas dasar yang kuat ditambah dengan
beberapa penolakan seperti RUU Kesehatan dan Permenaker 5/2023 ,
ketiganya dijelaskan secara rinci kalau ditarik secara luas portal berita NU

Online sesuai dengan kaidah Surat Al Bagarah ayat 42

| sl & 5l 2l 5 A1) o888 5 Jhallly Gl ) pluli Y
OanSI 5l 3 1685 B3 5l 5 53Ul

”Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan
janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian
mengetahui ”. (Al-Bagarah: 42)

Tidak hanya melakukan pemberitaan portal media NU Online juga
sebagai bentuk dakwah dibidang jurnalisme, pada dasarnya jurnalisme

sudah diberi kebebasan maka sebagai seorang muslim diantara kebebasan

itu juga tetap harus ada yang dijaga yaitu kejujuran dan keadilan.

C. Pengaruh surat Al Bagarah ayat 42 dalam Hirearki Media
Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt berfirman
melarang orang-orang Yahudi melakukan hal yang biasa mereka kerjakan

di masa lalu, misalnya mencampuradukkan antara perkara yang hak dengan
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perkara yang batil, memulas perkara yang batil dengan perkara yang hak,
menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan perkara yang batil
dalam teori hirearki pengaruh isi media konsep kebenaran yang dianut
media massa bukanlah kebenaran yang sejati, tetapi sesuatu yang dianggap
masyarakat sebagai kebenaran artinya segala pemberitaan yang dilakukan
bida saja langsung dianggap benar oleh masyarakat hal ini harus disadari
oleh seluruh portal media, jika pers sebagai media penyampai kepada
masyarakat maupun sebaliknya segala bentuk pemberitaan harus sangat
objektif dalam kasus pemberitaan UU Cipta Kerja pemberitaannya sangat
kontroversi akan tetapi segala bentuk kontroversi itu bisa hilang jika amalan
surat Al Bagarah ayat 42 ini diterapkan secara masif sebagaimana
disampaikan dalam kitab tafsir lbnu Katsir, Az-Zamakhsyari mengatakan
bahwa di dalam mushaf Ibnu Mas'ud disebutkan wataktumunal hagga
artinya “sedangkan kalian ketika menyembunyikan perkara yang hak itu’,
wa antum ta'lamuna, yakni “dalam keadaan mengetahui perkara hak
tersebut’. Boleh pula diartikan “sedangkan kalian mengetahui akibat
perbuatan tersebut, yaitu berakibat mudarat yang besar atas umat manusia'.
Mudarat yang besar tersebut ialah mereka sesat dari jalan hidayah yang
menjerumuskan mereka ke dalam neraka jika mereka menempuh jalan
kebatilan yang kalian tampakkan kepada mereka, tetapi kalian pulas dengan
semacam perkara yang hak agar dapat diterima oleh mereka. dan juga kalian
warnai dengan penjelasan dan keterangan. pula kebalikannya, yaitu

menyembunyikan yang hak dan encampuradukkannya dengan yang batil.
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Dengan demikian pentingnya memahami yang hak dan batil harus sedari
awal supaya terhindar seperti apa yang disebutkan dalam tafsir Ibnu katsir.
Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan,
dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan
menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas
sehubungan dengan makna firman-Nya, "Janganlah kalian campur
adukkan yang hak dengan yang batil" (Al-Bagarah: 42), yakni janganlah

kalian memalsukan yang hak dan yang bathil.

D. Analisis Teks Berita

Ada tiga berita dari masing-masing portal berita berbeda yang akan peneliti
analisis yaitu Tempo dengan judul berita “Demo Buruh : massa tuntut
kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta Kerja” kemudian Nu Online
dengan judul “Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta Kerja,
Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan” dan yang terakhir Kompas TV
dengan judul “Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti
dengan Perppu no 2 tahun 2022”.

Peneliti menggunakan metode analisis kritis van dijk, jenis analisis ini
digunakan untuk menganalisis politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni
dan sejenisnya'® agar hasil analisis tidak melebar maka peneliti mengacu

pada analisis teks versi van dijk dalam beberpa poin yaitu :

18 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media
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a. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks
yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang
dikedepankan dalam suatu berita.

b. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan
dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun
ke dalam berita secara utuh.

c. Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari
bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat proposisi,

anak kalimat, parafrasa, dan gambar®

Tabel 1.4 Demo Buruh

Tempo

Judul berita Demo Buruh : massa tuntut kenaikan upah 15% dan

pencabutan UU Cipta Kerja

Struktur Makro Superstruktur Struktur Mikro
Makna umum dalam Kerangka suatu teks Bagian kecil dari
berita tempo kali ini dalam berita tempo beberapa teks berita

diambil dari penekanan | sehingga menjadi teks Tempo ada pada kalimat
kalimat “mengusung dua | berita yang utuh “Penolakan UU Cipta

tuntutan yaitu kenaikan | Topik : Puluhan buruh Kerja” “demo Buruh

upah 2024 sebesar 15% | mendengarkan orasi dilakukan setiap hari
dengan alasan bahwa yang disampaikan oleh ditiap kabupaten dan
Indonesia sudah Presiden Partai Buruh di | kota” bagian kecil pada

19 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.


https://id.wikipedia.org/wiki/Kata
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalimat_proposisi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimat
https://id.wikipedia.org/wiki/Parafrasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
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memasuki sebagai
negara upper midle
income country” yaitu
penekanan terhadap
kesejahteraan buruh
dengan mengambil 2
momentum penolakan
UU Cipta Kerja dan
negara upper midle

income country.

Kementrian
Ketenagakerjaan JI Gatot
Subroto, Kuningan
Timur, Jakarta Selatan.
Sub Topik : Subroto,
Kuningan Timur, Jakarta
Selatan. Aksi demo
buruh dihadiri oleh said
Igbal selaku presiden
Partai Buruh merupakan
gelombang aksi setiap
hari

Signifikasi : mengusung
dua tuntutan yaitu
kenaikan upah 2024
sebesar 15% dengan
alasan bahwa Indonesia
sudah memasuki sebagai
negara upper midle
income country dan
penolakan UU Cipta

kerja.

berita adalah bagian
yang mempunyai
penjelasan Panjang
tersendiri pada sebuah
berita yang semua orang
sudah tau makna dari
bagian kecil dari berita
itu sehingga menjadi
kalimat kompleks untuk
dicantumkan pada
sebuah teks berita
menjadi teks utuh pada

berita.
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Nu Online

Judul Berita

Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta

Kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan

Struktur Makro

Superstruktur

Struktur Mikro

Makna umum dalam
berita ini cukup
kompleks karena ada
poin poin yang
dijelaskan secara rinci
dibuktikan dalam
beberapa kalimat
“Nahdlatul Ulama secara
tegas menolak tiga
regulasi yang dinilai
bertolak belakang dari
upaya pelibatan buruh
sebagai pembangunan
ekonomi nasional. Tiga
regulasi yang ditolak itu
adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan

Kerangka teks pada
rilisan berita ini
sehingga menjadi berita
utuh dibagi menjadi 3
bagian umum

Topik : Memperingati
hari buruh Nu
menegaskan menolak
UU Ciptakerja.
Dibuktikan dengan judul
berita dan kalimat berita
yang berisi penjelasan
kekurangan
Omnibuslaw.

Sub Topik : penolakan
Ruu Kesehatan dan
permenaker 5/2023

dibuktikan pada kalimat

Struktur terkecil yang
membuat berita ini
mempunyai nilai lebih
adalah disebutkan nya
FGD dan Perhimpunan
Pesantren hal itu ada
pada kalimat
“Perhimpunan
Pemberdayaan Pesantren
dan Masyarakat (P3M)
dalam Focus Group
Discussion (FGD)
membeberkan alasan
penolakan itu, yakni
karena inklusi
kesejahteraan buruh
harus menjadi tumpuan

orientasi utama bagi
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Perppu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-
Undang, Peraturan
Menteri
Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 5
Tahun 2023 tentang
Penyesuaian Waktu
Kerja dan Pengupahan
pada Perusahaan Industri
Padat Karya Tertentu
Berorientasi Ekspor
yang Terdampak
Perubahan Ekonomi
Global, dan RUU
Kesehatan (Omnibus
Law) “ kalau melihat
dari judul Nu online
sedang memberitakan
mengenai sikap pada

beberapa kebijakan

berita yang menjadi
bagian pendukung
penilakan UU Ciptakerja
“Masalah RUU
Kesehatan RUU
Kesehatan menuai
polemik. Salah satu yang
memunculkan
kontroversi adalah soal
penyejajaran produk
hasil tembakau dengan
narkotika dan minuman
beralkohol. Ketentuan
itu termaktub di dalam
draf rancangan pasal 154
ayat 3”

Signifikasi : mengusung
sikap Nu terutama
Sarbumusi Nu terhadap
pasal pasal karet yang

dibuat.

negara dalam membuat
kebijakan pembangunan

ekonomi nasional”
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disesuaikan dengan

peringatan hari buruh.

Tabel 1.6 Cipta Kerja resmi dicabut

Kompas TV

Judul Berita

Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut

diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022

Struktur Makro

Superstruktur

Struktur Mikro

Makna umum pada
rilisan berita ini adalah
Perppu no 2 tahun 2022
pasalnya diatas
omnibuslaw secara
hiearki dibuktikan pada
kalimat “Dengan
terbitnya perppu cipta
kerja ini maka perppu
cipta kerja mengubah ya,
menghapus dan
menetapkan pengaturan
baru terhadap beberapa
ketentuan yang diatur
sebelumnya dalam
empat undang-undang
terkait dengan
ketenagakerjaan™ hal ini
diperkuat juga pada

kalimat “Namun, Ida

Topik : Perppu
menghapus UU
Ciptakerja

Hal ini dibuktikan pada
judul berita dan pada
kalimat “Dengan
terbitnya perppu cipta
kerja ini maka perppu
cipta kerja mengubah ya,
menghapus dan
menetapkan pengaturan
baru terhadap beberapa
ketentuan yang diatur
sebelumnya dalam

empat undang-undang

Struktur terkecil pada
berita ini justru ada pada
UU Ciptakerja itu
sendiri yang
dimaksudkan pada
Perppu no 2 tahun 2022
dibuktikan pada kalimat
“Namun, Ida
menekankan

walaupun UU Cipta
Kerja resmi dicabut,
semua peraturan
perundang-undangan
yang merupakan

peraturan pelaksaan dari
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menekankan

walaupun UU Cipta
Kerja resmi dicabut,
semua peraturan
perundang-undangan
yang merupakan
peraturan pelaksaan dari
UU Cipta Kerja masih
tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan

dengan perppu ”

terkait dengan
ketenagakerjaan”
Sub Topik : Pengaruh
Perppu daripada UU
Ciptakerja
Signifikasi : Perppu
hanya menghapus pasal
pada UU Ciptakerja
yang bertentangan
dengan Perppu tidak
menghapus UU

Ciptakerja sendiri.

UU Cipta Kerja masih
tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan

dengan Perppu”

E. Analisis Perbandingan Teks

Dari ketiga berita yang sudah peneliti analisis dan temuannya peneliti

melihat bahwa dengan dasar surat Al Bagarah ayat 42 :

O5alad il 5 Gl 152855 JLl Ball | 5l ¥
CaanSI 5 & | 52855 &5 1 515 B3l | sl 5

Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah

kalian menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian mengetahui. (Al-Bagarah

:42)

dalam rilisan berita Tempo dengan judul “Demo Buruh : Massa tuntut

kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta Kerja” elaborasi antara surat

Al Bagarah ayat 42 sebagai perspektif Islam dan Analisis Wacana Kritis


https://www.kompas.tv/tag/uu-cipta
https://www.kompas.tv/tag/uu-cipta

40

analisis teks peneliti melihat bahwa dalam rilisan berita ini mengangkat soal
Isu kenaikan upah buruh dan pencabutan UU Ciptakerja yang dimaksud
dengan pencabutan UU Ciptakerja termyata dalam berita ini tidak
dimaksudkan secara spesifik di dalam berita justru inti pemberitaan
mengenai kegiatan partai buruh dibuktikan dalam kalimat “Aksi demo
buruh dihadiri oleh said Igbal selaku presiden Partai Buruh merupakan
gelombang aksi setiap hari di tiap kabupaten/kota di seluruh provinsi, Said
Igbal berorasi di hadapan para buruh yang berasal dari Tanggerang, Bekasi,
Bogor, dan Jakarta” dalam analisis teks ternyata pencabutan UU Ciptakerja
hanyalah bagian mikro atau skala kecil dalam struktur pemberitaan sebagai
pelengkap karena keterkaitan antara upah dan penolakan UU Ciptakerja
kekurangannya adalah tidak spesifik penyebutan Pencabutan UU Ciptakerja
di dalam judul berita jika dikaitkan dengan tafsir surat Al Bagarah ayat 42
“Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan,
dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan
menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari lbnu Abbas
sehubungan dengan makna firman-Nya, "Janganlah kalian campur
adukkan yang hak dengan yang batil" (Al-Bagarah: 42), yakni janganlah
kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan
kedustaan” maka dari itu penyebutan “Pencabutan UU Cipta Kerja” dalam
judul hraus dijelaskan secara spesifik.

Kedua, rilisan berita oleh NU Online dengan judul “Hari buruh, Sarbumusi

NU tegaskan tolak UU Cipta Kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU
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Kesehatan” rilisan berita oleh Nu Online mengangkat soal isu hari buruh,
Permenaker 5/2023 dan RUU Kesehatan dengan judul yang secara gampang
sederhana media konservatif ini menunjukan sikap bahwa NU menolak
dengan tegas melalui Sarbumusi dibuktikan dengan kalimat “NU Online
Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-
Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas menolak tiga regulasi yang dinilai
bertolak belakang dari upaya pelibatan buruh sebagai pembangunan
ekonomi nasional. Tiga regulasi yang ditolak itu adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian
Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya
Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global,
dan RUU Kesehatan (Omnibus Law)” peneliti menemukan bahwa antara
judul berita dan isi berita serta maksud berita dijelaskan secara spesifik oleh
NU Online Permenaker 5/2023, Penolakan UU Ciptakerja serta RUU
Kesehatan di dalam berita dijelaskan mengapa media ini menolak kalua
disandingkan dengan surat Al Bagarah ayat 42 dengan tafsirnya “Allah Swit.
melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan, dan
memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan
menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari lbnu Abbas

sehubungan dengan makna firman-Nya, "Janganlah kalian campur
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adukkan yang hak dengan yang batil" (Al-Bagarah: 42), yakni janganlah
kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan
kedustaan” maka dari itu penyebutan” maka NU Online membuktikan
esensinya sebagai media konservatif dengan tetap menjaga prinsip
keislmanan nya seperti rilisan berita ini yang sesuai dengan maksud tafsir
surat Al Bagarah ayat 42.

Ketiga, rilisan berita oleh Kompas Tv dengan judul “Kemnaker sebut UU
Cipta Kerja resmi dicabut diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022” berbeda
dengan kedua rilisan berita sebelumnya yang sudah peneliti analisis
pemberitaan Kompas Tv melihat melalui judul seperti angin segar bahwa
UU Cipta Kerja sudah dicabut ternyata tidak demikian pencabutan UU Cipta
Kerja yang dimaksud dalam isi berita adalah pengapusan pasal yang
bertentangan dengan Perppu no 2 tahun 2022 hal ini dibuktikan pada kalimat
“lda menekankan walaupun UU Cipta Kerja resmi dicabut, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksaan dari UU Cipta
Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perppu” hal
ini bertentangan dengan perspektif Islam yang dimaksud oleh surat Al
Bagarah ayat 42.

Dari pemberitaan yang sudah peneliti analisis perbendaan antara ketiga
rilisan berita ada pada signifikasi berita keterkaitan antara judul dan isi
berita tentunya dilihat dari perspektif Islam hanya NU Online yang sesuai
dengan maksud surat Al Bagarah ayat 42 karena pemberitaan yang

komprehensif dan detail serta antara judul isi dan maksud berita seimbang.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dari ketiga berita
yang penulis analisis hanya satu yaitu rilisan berita dari Nu Online yang
sesuai dengan ketentuan perspektif Islam surat Al Bagarah ayat 42. Diambil
dari ketiga sumber data pemberitaan maka menjawab pertanyaan penelitian
bahwa pemberitaan media tidak sesuai dengan perspektif islam yang
memenuhi kualifikasi karena hanya satu dari dari tiga rilisan berita yang
sesuai perspektif komunikasi islam dari surat Al Bagarah ayat 42 mengenai
analisis pemberitaan media tentang uu ciptakerja perspektif islam bahwa
diantara revolusi kebebasan pers terbagi menjadi dua jurnalisme digunakan
untuk memanfaatkan kepentingan oligarki dan untuk melakukan
pembebasan keduanya akan selalu hadir didalam negara demokrasi, dalam
pembentukan UU Cipta Kerja ini juga ada yang pro dan kontra ini adalah
cerminan akan ada sebuah pilihan dari berbagai faktor, dan sebagai seorang
muslim patokan dalam syariat itu mutlak hendaknya sebagai seorang
muslim itu semua dijadikan cerminan dalam berpihak dan menjadi muslim
yang cerdas.

B. Saran

Setelah melalukan penelitian analisis pemeberitaan media perspektif

islam peneliti memberikan saran untuk semua pembaca sebagai seorang

muslim hendaknya menjadi cerdas dan taat adalah hal utama apapun

43
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kondisnya sekarang ini jika itu benar sampaikan dakwahkan jika itu salah

sampaikan bahwa itu salah.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
OBSERVASI TEKS BERITA DAN GAMBAR
ANALISIS PEMBERITAAN UU CIPTAKERJA PERSPEKTIF ISLAM

A. Teks berita

Judul berita

Isi berita

Media

Demo buruh
Massa tuntut
kenaikan upah
15% dan
pencabutan UU
Cipta kerja

Puluhan buruh mendengarkan orasi
yang disampaikan oleh Presiden
Partai Buruh di  Kementrian
Ketenagakerjaan JI Gatot Subroto,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan.
Aksi demo buruh dihadiri oleh said
Igbal selaku presiden Partai Buruh
merupakan gelombang aksi setiap
hari di tiap kabupaten/kota di
seluruh provinsi, Said Igbal berorasi
di hadapan para buruh yang berasal
dari Tanggerang, Bekasi, Bogor,
dan Jakarta mengusung dua tuntutan
yaitu kenaikan upah 2024 sebesar
15% dengan alasan  bahwa
Indonesia sudah memasuki sebagai
negara upper midle income country
dan pencabutan UU ciptakerja.

Tempo

Hari buruh,
Sarbumusi  NU
tegaskan  tolak
UU Cipta kerja,
Permenaker

5/2023, dan
RUU Kesehatan

Jakarta, NU Online Menjelang
Peringatan Hari Buruh Internasional
pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat
Buruh  Muslimin Indonesia (K-
Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara
tegas menolak tiga regulasi yang
dinilai bertolak belakang dari upaya
pelibatan buruh sebagai
pembangunan ekonomi nasional.
Tiga regulasi yang ditolak itu adalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023
tentang Penyesuaian Waktu Kerja

NU Online
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dan Pengupahan pada Perusahaan
Industri Padat Karya Tertentu
Berorientasi Ekspor yang
Terdampak Perubahan Ekonomi
Global, dan RUU Kesehatan
(Omnibus Law). Presiden DPP K-
Sarbumusi Irham Ali  Saifuddin
membeberkan alasan penolakan itu,
yakni karena inklusi kesejahteraan
buruh harus menjadi tumpuan
orientasi utama bagi negara dalam
membuat kebijakan pembangunan
ekonomi nasional. "Karenanya,
Konfederasi Sarbumusi menolak
segala upaya dan kebijakan apa pun
yang bertolak belakang dari hal
tersebut, termasuk UU Nomor 6
tahun 2023, Permenaker Nomor 5
tahun 2023 dan RUU Kesehatan,"
tegas Irham melalui keterangan
tertulis yang diterima NU Online,
Ahad (30/4/2023). Irham pun
mendorong pemerintah dan semua
pihak terkait agar hendaknya
menjadikan buruh sebagai salah satu
pilar utama dari agenda kebangkitan
perekonomian nasional. Sebab kini
perekonomian  nasional  telah
tumbuh mencapai lebih dari 5
persen. "(Hal itu perlu dilakukan
pemerintah) seiring dengan
pemulihan perekonomian nasional
yang sempat mengalami kontraksi
hingga -2,07 persen pada 2020 dan
kini telah tumbuh hingga 5,31
persen,” kata Irham. Masalah-
masalah UU Cipta Kerja Perjalanan
UU Cipta Kerja menuai kontroversi,
bahkan penolakan dari semua pihak
dengan gelombang aksi massa di
berbagai daerah, mulai dari
mahasiswa hingga buruh. Meski
begitu, pemerintah dan DPR tetap
bersikukuh memuluskan jalan UU
Cipta Kerja. Sejumlah pasal di
dalam UU Cipta Kerja juga menjadi
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sorotan bagi kaum buruh. Utamanya
pada pasal 64-66 tentang pekerja
alih daya atau outsourcing yang
dinilai tidak jelas. Aturan ini
dianggap akan menjadi ketentuan
umum pemberian kerja di Indonesia
dalam segala jenis pekerjaan. Soal
status pekerja alih daya ini
sebenarnya sudah berjalan baik
lewat UU Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Regulasi
ini mengatur pekerja alih daya yang
hanya berlaku untuk lima jenis
pekerjaan seperti sopir, petugas
kebersihan, sekuriti, katering, dan
jasa migas pertambangan.
Kemudian ada pasal 79 dan pasal 84
mengenai pemberian cuti panjang
yang tidak lagi menjadi kewajiban
perusahaan. Pada pasal itu,
perusahaan hanya memberikan
beberapa jenis cuti seperti tahunan,
cuti istirahat antar jam kerja, dan
libur mingguan. Masalah-masalah
Permenaker 5/2023 Salah satu yang
disorot Konfederasi ~ Sarbumusi
adalah karena melalui Permenaker
ini, upah buruh di lima industri
padat karya berorientasi ekspor
dimungkinkan dipotong hingga 25
persen. Lima industri tersebut
adalah industri tekstil dan pakaian
jadi; industri alas kaki; industri kulit
dan barang kulit; industri furnitur;
dan  industri  mainan  anak.
Pemotongan upah  buruh itu
dimungkinkan apabila perusahaan
industri  padat karya tertentu
berorientasi  ekspor  terdampak
perubahan ekonomi global. Hal ini
tercantum di dalam pasal 8 ayat 1
pada Bagian Ketiga Permenaker
Nomor 5 Tahun 2023. "Perusahaan
industri  padat karya tertentu
berorientasi ekspor yang terdampak
perubahan ekonomi global dapat
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melakukan penyesuaian besaran
upah pekerja/buruh dengan
ketentuan upah yang dibayarkan
kepada pekerja/buruh paling sedikit
75% (tujuh puluh lima persen) dari
upah yang biasa diterima,” begitu
bunyi aturan dalam pasal 8 ayat 1.
Masalah RUU Kesehatan RUU
Kesehatan menuai polemik. Salah
satu yang memunculkan kontroversi
adalah soal penyejajaran produk
hasil tembakau dengan narkotika
dan minuman
beralkohol. Ketentuan itu
termaktub di dalam draf rancangan
pasal 154 ayat 3 yang berbunyi
bahwa zat adiktif dapat berupa: a.
narkotika; b. psikotropika; c.
minuman beralkohol; d. hasil
tembakau; dan e. hasil pengolahan
zat adiktif lainnya. Perhimpunan
Pemberdayaan  Pesantren  dan
Masyarakat (P3M) dalam Focus
Group Discussion (FGD) bertajuk
'RUU Kesehatan: Nasib Petani dan
Industri Tembakau' pada 11 April
2023 lalu secara tegas juga menolak
penyejajaran tembakau dengan zat
adiktif terlarang lainnya karena akan
berdampak pada kehidupan
perekonomian petani tembakau di
berbagai daerah. Pewarta: Aru Lego
Triono Editor: Fathoni Ahmad

Kemnaker sebut
UU Cipta Kerja
resmi  dicabut
diganti dengan
Perppu no 2
tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV

- Undang Undang Cipta Kerja
resmi dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku setelah Peraturan
Pemerintah Penggantu Undang
Undang (Perppu) No 2 tahun 2022
terbit.

Perppu No 2 tahun 2022 ini
dinyatakan resmi diberlakukan
sedari tanggal diundangkan yakni
tanggal 30 Desember 2022.

Hal tersebut disampaikan Dirjen

Kompas TV
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Pembinaan Hubungan
Industrial (PHI) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Indah Anggoro Putri dalam
kesempatannya menjadi
narasumber terkait sosialisasi
Perppu No 2 tahun 2022 secara
daring, pada Jumat (6/1/2023).

“Dengan terbitnya perppu cipta
kerja ini maka perppu cipta kerja
mengubah ya, menghapus dan
menetapkan pengaturan baru
terhadap beberapa ketentuan yang
diatur sebelumnya dalam empat
undang-undang terkait dengan
ketenagakerjaan,” ujar tutur Indah
“Pertama yaitu Undang-Undang 13
tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, kedua Undang-
Undang 40 Tahun 2004 tentang
SJSN atau sistem jaminan sosial
nasional, kemudian Undang-
Undang nomor 24 tahun 2011
tentang badan penyelenggara
jaminan sosial dan kemudian
Undang-Undang nomor 18 tahun
2017 perlindungan pekerja migran
Indonesia,” tambahnya.

Namun, Ida menekankan
walaupun UU Cipta Kerja resmi
dicabut, semua peraturan
perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksaan
dari UU Cipta Kerja masih tetap
berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan perppu



https://www.kompas.tv/tag/kemnaker
https://www.kompas.tv/tag/perppu-cipta
https://www.kompas.tv/tag/perppu-cipta
https://www.kompas.tv/tag/uu-cipta
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B. Gambar

Gambar 1.1 Foto Berita Tempo Demo Buruh : Massa Tuntut kenaikan Upah 15%
Persen dan Pencabutan UU Cipta Kerja
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BICARA FAKTA
Beranda > Foto
Demo Buruh: Massa Tuntut Kenaikan

Upah 15 Persen dan Pencabutan UU
Cipta Kerja

Editor
Charisma Adristy

Kamis, 21 September 2023 16:00 WIB

adegl‘eNews Bagikan n u =

Puluhan Buruh melakukan aksi dengan
menggantungkan benner yang bertuliskan
tutuntan buruh di Kantor Kementerian
Ketenagakeriaan. Il. Gatot Subroto.
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Gambar 1.2 Foto Berita Nu Online Hari Buruh, Sarbumusi Nu Tegaskan Tolak
UU Cipta Kerja, Permenaker 5/2023, dan UU kesehatan
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Nasional

Hari Buruh, Sarbumusi NU Tegaskan
Tolak UU Cipta Kerja, Permenaker
5/2023, dan RUU Kesehatan

Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi)
Nahdlatul Ulama. (Foto: NU Online)

’ Aru Lego Triono

® =2

Jakarta, NU Online

Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional
pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
(K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas
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Jakarta, NU Online

Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional
pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
(K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas
menolak tiga regulasi yang dinilai bertolak
belakang dari upaya pelibatan buruh sebagai
pembangunan ekonomi nasional.

Tiga regulasi yang ditolak itu adalah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan
pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu
Berorientasi Ekspor yang Terdampak
Perubahan Ekonomi Global, dan RUU
Kesehatan (Omnibus Law).

ADVERTISEMENT

AdChoices [>

p

BERITA NU ONLINE



60

21:01 7.2KB/d SZ (Sl Lail
> 25 nu.or.id/nasional/hari- —= (3] H
= Nnu@nline Q

Presiden DPP K-Sarbumusi Irham Ali Saifuddin
membeberkan alasan penolakan itu, yakni
karena inklusi kesejahteraan buruh harus
menjadi tumpuan orientasi utama bagi negara
dalam membuat kebijakan pembangunan
ekonomi nasional.

"Karenanya, Konfederasi Sarbumusi menolak
segala upaya dan kebijakan apa pun yang
bertolak belakang dari hal tersebut, termasuk
UU Nomor 6 tahun 2023, Permenaker Nomor 5
tahun 2023 dan RUU Kesehatan," tegas Irham
melalui keterangan tertulis yang diterima NU
Online, Ahad (30/4/2023).

Irham pun mendorong pemerintah dan semua
nihak terkait acar hendaknva meniadikan buruh

FOTO BERITA NU ONLINE
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Irham pun mendorong pemerintah dan semua
pihak terkait agar hendaknya menjadikan buruh
sebagai salah satu pilar utama dari agenda
kebangkitan perekonomian nasional. Sebab Kini
perekonomian nasional telah tumbuh mencapai
lebih dari 5 persen.

"(Hal itu perlu dilakukan pemerintah) seiring
dengan pemulihan perekonomian nasional yang
sempat mengalami kontraksi hingga -2,07
persen pada 2020 dan Kkini telah tumbuh hingga
5,31 persen,” kata Irham.

Masalah-masalah UU Cipta Kerja

Perjalanan UU Cipta Kerja menuai kontroversi,
bahkan penolakan dari semua pihak dengan
gelombang aksi massa di berbagai daerah,
mulai dari mahasiswa hingga buruh. MeskKi
begitu, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh
memuluskan jalan UU Cipta Kerja.

Baca Juga

Hari Buruh, NU: Tegakkan Hak dan
Perlindungan Pekerja Perempuan

lainl lbanmtranwrarei LILL Mimta WaAaria faramcloiarm

FOTO BERITA NU ONLINE
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Jejak kontroversi UU Cipta Kerja terangkum
dalam artikel NU Online berjudul Tuai
Penolakan tapi Tetap Disahkan, Ini Jejak
Kontroversi UU Cipta Kerja.

Sejumlah pasal di dalam UU Cipta Kerja juga
menjadi sorotan bagi kaum buruh. Utamanya
pada pasal 64-66 tentang pekerja alih daya
atau outsourcing yang dinilai tidak jelas. Aturan
ini dianggap akan menjadi ketentuan umum
pemberian kerja di Indonesia dalam segala jenis
pekerjaan.

Soal status pekerja alih daya ini sebenarnya
sudah berjalan baik lewat UU Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini
mengatur pekerja alih daya yang hanya berlaku

FOTO BERITA NU ONLINE
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Soal status pekerja alih daya ini sebenarnya
sudah berjalan baik lewat UU Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini
mengatur pekerja alih daya yang hanya berlaku
untuk lima jenis pekerjaan seperti sopir,
petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa
migas pertambangan.

Kemudian ada pasal 79 dan pasal 84 mengenai
pemberian cuti panjang yang tidak lagi menjadi
kewajiban perusahaan. Pada pasal itu,
perusahaan hanya memberikan beberapa jenis
cuti seperti tahunan, cuti istirahat antar jam
kerja, dan libur mingguan.

Masalah-masalah Permenaker 5/2023

Salah satu yang disorot Konfederasi Sarbumusi
adalah karena melalui Permenaker ini, upah
buruh di lima industri padat karya berorientasi
ekspor dimungkinkan dipotong hingga 25
persen. Lima industri tersebut adalah industri
tekstil dan pakaian jadi; industri alas kaki;
industri kulit dan barang kulit; industri furnitur;
dan industri mainan anak.

Pemotongan upah buruh itu dimungkinkan
apabila perusahaan industri padat karya

FOTO BERITA NU ONLINE
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“"Perusahaan industri padat karya tertentu
berorientasi ekspor yang terdampak perubahan
ekonomi global dapat melakukan penyesuaian
besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan
upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruhn
paling sedikit 752 (tujuh puluh lima persen) dari
upah yang biasa diterima,"” begitu bunyi aturan
dalam pasal 8 ayat 1.

Masalah RUU Kesehatan

RUU Kesehatan menuai polemik. Salah satu
vyang memunculkan kontroversi adalah soal

penyejajaran produk hasil tembakau dengan
narkotika dan minuman beralkohol.

Ketentuan itu termaktub di dalam draf
rancangan pasal 154 ayat 3 yang berbunyi
bahwa zat adiktif dapat berupa: a. narkotika; b.
psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil
tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif
lainnya.

Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan
Masyarakat (P3M) dalam Focus Group
Discussion (FGD) bertajuk 'RUU Kesehatan:
Nasib Petani dan Industri Tembakau' pada 11
April 2023 lalu secara tegas juga menolak
penyejajaran tembakau dengan zat adiktif

tarlarama Iasimmyuya baramn=as aklbam hardammals mads

FOTO BERITA NU ONLINE
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Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan
Masyarakat (P3M) dalam Focus Group
Discussion (FGD) bertajuk 'RUU Kesehatan:
Nasib Petani dan Industri Tembakau' pada 11
April 2023 lalu secara tegas juga menolak
penyejajaran tembakau dengan zat adiktif
terlarang lainnya karena akan berdampak pada
kehidupan perekonomian petani tembakau di
berbagai daerah.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Fathoni Ahmad

Editor: Fathoni Ahmad
Penulis: Aru Lego Triono

Taas

FOTO BERITA NU ONLINE



Gambar 1.3 Foto Berita Kompas Tv Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Resmi

Dicabut Diganti Dengan Perppu No. 2 tahun 2022
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KOMPAS TV > VIDEO > VOD

Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja
Resmi Dicabut Diganti Dengan

Perppu No 2 Tahun 2022

Vod | 6 Januari 2023, 16:08 WIB

KPK Resmi Tetapkan Syahrul
Yasin Limpo Tersangka
Korupsi di Kementerian...

Mogok Kerja! Massa Buruh
Angkut di Pasar Pajak Roga
Berastagi Keluhkan...

Hasto Kristiyanto Buka Suara
soal Hasil Uji Materi UU Pemilu
k" soal Batas Usia Capres-...
WITA GAX ENAKAN
DI1A SEENUKNYAZ w»
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Penulis : lkbal Maulana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Undang Undang Cipta
Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
setelah Peraturan Pemerintah Penggantu Undang
Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit.

Perppu No 2 tahun 2022 ini dinyatakan resmi
diberlakukan sedari tanggal diundangkan yakni
tanggal 30 Desember 2022.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial (PHI) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro
Putri dalam kesempatannya menjadi narasumber
terkait sosialisasi Perppu No 2 tahun 2022
secara daring, pada Jumat (6/1/2023).

“Dengan terbitnya perppu cipta kerja ini maka
perppu cipta kerja mengubah ya, menghapus dan
menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa

Latantitan wvanmnma Aiatiir cahaliimnwua Aalam amnat

FOTO BERITA KOMPAS TV
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“Pertama yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, kedua Undang-Undang
40 Tahun 2004 tentang SJSN atau sistem
jaminan sosial nasional, kemudian Undang-
Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan
penyelenggara jaminan sosial dan kemudian
Undang-Undang nomor 18 tahun 2017
perlindungan pekerja migran Indonesia,”
tambahnya.

FOTO BERITA KOMPAS TV
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Namun, lda menekankan walaupun UU Cipta
Kerja resmi dicabut, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksaan dari UU Cipta Kerja masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

perppu.

Video Editor: Firmansyah

Pasang lklan
Pasang lklan

e 50.000 f ﬁ

FOTO BERITA KOMPAS TV




70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
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